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KHAIRUNNISA

ABSTRAK
ANALISIS KINERJA ORGANISASI 
PADA BADAN PENDAPATAN KOTA DUMAI

NAMA 	:  KHAIRUNNISA
NIM		: 2010090811036

Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, sebagai institusi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah, diperlukan penerapan prinsip - prinsip Pemerintahan yang baik (good government). Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa gejala masalah yaitu :  Masih terdapat Target dan Realisasi Pajak Daerah yang belum tercapai yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Masih terdapat kurangnya pemasangan alat Tapping Box dalam merekam transaksi pelaku usaha sebagai objek pajak 
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui kinerja Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah  Kota Dumai. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja organisasi pada  Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Dwiyanto dalam Sudarmanto (2002 : 16) ada lima indikator untuk mengukur kinerja organisasi yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Honorer pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu berjumlah 78 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu : observasi dan kuisioner/angket. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan rating likert. 
Hasil Analisa Kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dikategorikan baik dengan total skor sebesar 4.790. Adapun faktor pendukung yaitu: Terdapat akuntabilitas pegawai dalam pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap laporan pekerjaan secara berkala. Terdapatnya produktivitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh pegawai. Sedangkan faktor penghambat yaitu: Kualitas Layanan yang kurang baik dalam diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai kepada wajib pajak yang melaporkan pajaknya dan masih kurang nya  Responsibilitas organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi dimana terdapat kurangnya  disiplin kerja pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
 Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dan apabila tujuan tersebut tercapai, organisasi dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari berhasilnya tujuan yang diharapkan serta berhasilnya visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya oleh organisasi tersebut. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana informasi tentang kinerja organisasi merupaka suatu hal yang sangat penting. Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi, dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja didalam organisasinya.
Organisasi publik sulit untuk ditemukan alat ukur kinerja yang sesuai. Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah untuk 
memenuhi kebutuhan dan melidungi kepentigan publik. Kelihatannya sederhana sekali ukuran kinerja organisasi, namun tidaklah demikian kenyataannya, karena hingga kini belum ditemukan kesepakatan tentang kinerja organisasi.
Berkaitan dengan hal di atas, kinerja organisasi publik dipusat maupun daerah telah diatur dalam Peratuan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi 
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :
1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dalam mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan harapan, maka dibutuhkan kinerja yang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja suatu organisasi merupakan suatu isu yang sangat aktual terjadi pada masa sekarang ini, didukung dengan adanya otonomi daerah yang mengharuskan pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya dalam mensejahterakan masyarakat di wilayah tersebut. Masyarakat saat ini masih memandang kinerja organisasi belum mendapat kepuasan yang tinggi, sehingga penyelenggaraan pemerintah yang menjadi sorotan tajam bagi masyarakat, terutama dalam aspek transparansi, efesiensi, serta akuntabilitas.
Keberhasilan maupun kegagalan suatu instansi pemerintah tergantung pada kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta pelaksanaan program-program di suatu instansi pemerintah. Untuk itu,  pemerintah di tuntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, agar terciptanya masyarakat yang sejahtera serta masyarakat mendapat pelayanan yang diharapkan. Dalam mewujudkan kinerja organisasi publik yang optimal, diperlukan aparat organisasi yang memiliki kemampuan dan responsif yang tinggi serta berdisplin, komitmen dan bertangungjawab serta akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai unsur pemberi layanan terhadap masyarakat. Hal ini sangat penting bagi birokrat dalam melaksanakan misi tugasnya serta terwujudnya tujuan kearah keberhasilan.
Keberhasilan organisasi terutama instansi pemerintah lebih ditekankan kepada kemampuan instansi dalam menyerap sumber daya terutama anggaran sebanyak-banyaknya, apabila hasilnya mengecewakan, seharusnya keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari kemampuan organisai tersebut, seperti sumber daya yang dikelolanya. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategik.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu tercantum dalam ketentuan umum menyatakan bahwa pasal 1 ayat (6) otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah telah diberikan kewenangan yang besar untuk mengurus rumah tangganya sendiri sehingga Pemerintah Daerah mengemban tugas yang sangat besar dari seluruh aspek kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya, Sehingga perlu adanya kontribusi yang nyata dari Pemerintah Daerah.
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, sebagai institusi yang diberikan wewenang untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan daerah, diperlukan penerapan prinsip - prinsip Pemerintahan yang baik (good government). Upaya menggali dan mengolah potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Sesuai dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai menetapkan visi dan misi untuk mencapai tujuan organisasi, dimana visi tersebut adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, diperlukan misi yang harus di emban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak berkepentingan (stakeholder) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai  mempunyai misi, Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah.
Berdasarkan visi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang telah di jelaskan diatas yaitu, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan visi  Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Meningkatnya kinerja organisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah merupakan salah satu harapan oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Dalam mewujudkan harapan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai melakukan beberapa program/kegiatan yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Beberapa program/kegiatan yang telah ditentukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mewujudkan misi organisasi yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ).
Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022  tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Dalam pelaksanaan beberapa program/kegiatan yang dilaksanakan masih belum tercapai sesuai dengan target dan sasaran pencapaian organisasi, hal ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan yang belum terealisasi, sebagaimana dalam tabel berikut ini:



Tabel I.1
Capaian Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah 
Kota Dumai Tahun 2023
[image: ]
        Sumber data : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai 2024
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Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta uraian kerja pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan masih belum tercapai sepenuhnya sesuai dengan sasaran dan target pencapaian serta tujuan organisasi yang telah di tentukan sebelumnya.
Adapun pelayanan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, yaitu :
1. Pengurusan Pajak Hotel
2. Pengurusan Pajak Restoran
3. Pengurusan Pajak Hiburan
4. Pengurusan pajak PPJ ( Pajak Penerangan Jalan )
5. Pengurusan Pajak Parkir
6. Pengurusan Pajak Sarang Burung Walet
7. Pengurusan Pajak Reklame
8. Pengurusan Pajak Air Bawah Tanah
9. Pengurusan PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan )
10. Pengurusan Pajak BPHTB ( Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).
Adapun mekanisme kerja pegawai  Badan Pendapatan Daerah  Kota Dumai dalam menghimpun pajak ialah dengan cara calon wajib pajak melapor pajak dengan membawa rekapitulasi pendapatan, setelah itu data tersebut diinput oleh bagian pelayanan dan setelah data diinput calon wajib pajak sudah terdaftar secara resmi menjadi wajib pajak. Untuk bulan berikutnya wajb pajak tersebut sudah diwajibkan melaporkan pajak. Tetapi apabila wajib pajak tidak melaporkan pajak atau membayar pajak ke Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, maka pihak Badan Pendapatan Daerah  Kota Dumai mengeluarkan surat peringatan untuk mengingatkan kepada wajib pajak, kegiatan ini dilakukan hingga 3 kali.
Berdasarkan surat perngatan tersebut. apabila surat peringatan itu tidak ditanggapi oleh wajib pajak, maka Bagian Penagihan akan turun ke lapangan untuk memungut pajak tersebut secara langsung. 
Untuk meminimalisir terjadinya  kecurangan dalam proses pelaporan pendapatan, sistem Tapping Box akan membantu Badan Pendapatan Daerah dalam proses perhitungan dan pemungutan pajak. Tapping Box adalah sebuah alat yang dapat menangkap transaksi yang  tercetak oleh printer point of sales yang digunakan oleh wajib pajak. 
Adapun cara kerja Tapping Box  dengan  menyimpan  data setiap  transaksi yang secara  otomatis  dikenali  saat  kasir mencetak struk. Seluruh data  transaksi  yang  tersimpan di dalam  Tapping Box  nantinya  akan dikirimkan bersama dengan jumlah pajak yang dihitung secara otomatis oleh server Badan Pendapatan Daerah. Data ini digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk  perbandingan dengan laporan wajib pajak bulanan. 
Tapping Box merupakan mesin atau alat perekam transaksi yang mencatat atau menangkap semua data transaksi yang terjadi dari mesin kasir ke  printer point of sales dan kemudian mengirimkannya melalui jaringan global system for mobile (GSM) ke server Badan Pendapatan Daerah. Adapun gambar dari Tapping Box adalah sebagai berikut:


Gambar 1.1: Tapping Box 

[image: ]
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, 2024

Menggunakan Tapping Box sebagai alat yang memproses data transaksi restoran secara real time, kemudian menyalurkan tiap transaksi yang terjadi dan tercatat tersebut ke server yang terpasang di smartphone atau komputer petugas yang berwenang di Badan Pendapatan Daerah kota Dumai, Sehingga pihak Badan Pendapatan Daerah akan secara langsung dapat mengetahui transaksi yang ada. Tapping Box digunakan pada 3 jenis wajib pajak yaitu Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, sebab pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran  merupakan pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak, dan pajak ini penting untuk pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat:
Tabel I.2
Jumlah Wajib Pajak yang Menggunakan
Tapping Box di Kota Dumai
[image: ]Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2024
Berdasarkan tabel I.2 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak dari ketiga sektor sebanyak 226 dan yang menggunakan Tapping Box sebanyak 169 dan yang  jumlah yang tidak menggunakan Tapping Box sebanyak 57. Pemasangan Tapping Box ini penting dalam meningkatkan atau menunjang Pendapatan Asli Daerah ( PAD ). Hal ini terlihat pada pencapain target pajak bagi  yang menggunakan Tapping Box  yang dapat dilihat pada tabel berikut: 


Tabel I.3
Pencapaian Target Pajak Menggunakan Tapping Box yang dikelola 
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023
[image: ]Sumber data : Badan Pendapatan  Daerah Kota Dumai 2024
	Berdasarkan tabel I.3  dapat dilihat  pajak Hotel yang menggunakan Tapping Box sebanyak 30 dengan target pajak sejumlah Rp  4,547,815,532.00 dan terealisasikan sebesar Rp  Rp4,359,867,033.00 dengan presentase  96%, dan pajak Restoran yang menggunakan Tapping Box sebanyak 114 dengan target pajak Rp Rp7,743,000,000.00  dan terealisasikan sebesar Rp 7,047,988,182.00 dengan presentase 91%, adapun Pajak Hiburan  yang menggunakan Tapping Box  sebanyak 25 dengan target pajak sebesar Rp Rp860,760,000.00 dan yang terealisaskan sebesar  Rp788,429,705.00 dengan presentase 92%. 
	Dalam uraian di atas dapat dilihat  walaupun target dan realsasi tidak sepenuhnya  berhasil, akan tetapi dilihat dari nilai presentase yang nyaris sempurna dapat dikatakan bahwa  alat Tapping Box ini penting untuk di pasang guna untuk mendeteksi besaran pajak yang secara otomatis terkoneksi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dan juga dapat mencegah terjadinya manipulasi besaran pajak yang di laporkan wajib pajak setiap bulannya. Untuk melihat perbandingan antara Wajib Pajak yang memakai alat Tappng Box dengan Wajib Pajak yang tidak memakai alat Tapping Box dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel I.4
Pencapaian Target Pajak tidak Menggunakan Tapping Box 
yang dikelola Badan Pendapatan Daerah 
Tahun 2023
[image: ]Sumber data : Badan Pendapatan  Daerah Kota Dumai 2024
	Hasil wawancara yang dilakukan kepada Halida Utami, S.T, M,Si selaku Kasubid pengolahan data dan informasi Bapenda Kota Dumai  (2023), menyatakan bahwa ada beberapa wajib pajak restoran yang menolak untuk memasang alat Tapping Box  dengan alasan tidak mampu membeli mesin kasir dan alat yang tidak support  dengan perangkat yang ada di wajib pajak, karena pemasangan Tapping Box diharuskan memiliki mesin kasir dan/atau alat yang support dengan perangkat. 
Wajib pajak juga menolak untuk memasang Tapping Box karena wajib pajak merasa diawasi oleh sistem Tapping Box tersebut. Dalam hal ini, wajib pajak  yang tidak membayar pajak sesuai dengan yang dibayarkan oleh konsumen adalah wajib pajak yang tidak jujur dan tidak mematuhi hukum. Penerimaan pajak pengusaha yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak yang membayar pajak.
Peraturan Walikota Dumai Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Pasal 17 ayat (3) dan (4) yang menjelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk dipasangkan Tapping Box maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penempelan pemberitahuan belum melakukan kewajiban perpajakan, penyegelan tempat usaha, pencabutan sementara izin dan/atau pencabutan tetap izin usaha.
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai  selama ini kesulitan untuk memperkirakan besaran pajak yang disetor oleh wajib pajak. Pasalnya, omset yang didapatkan oleh wajib pajak tidak pasti. Dengan Tapping Box setiap transaksi dapat terukur, seperti halnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Dumai relatif rendah, hal ini dibuktikan dengan data target dan realisasi wajib pajak yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:







Tabel I.5
Target dan Realisasi Pajak Daerah yang dikelola Badan 
Pendapatan Daerah Tahun 2023
[image: ]Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Dumai Tahun 2024   	  per 31 Desember  2022 (UnAudited BPK RI).
Berdasarkan tabel I.5 dapat dilihat pada ketiga sektor pajak yakni  Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan tidak tercapai target. Penyebab tidak tercapainya target Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kota Dumai ialah masih banyak wajib  pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak dan tidak sesuai dengan omset yang pelaku usaha dapatkan dan beberapa wajib pajak yang menolak untuk memasang Tapping Box, sehingga pajak yang diterima tidak diketahui secara detail besaran pajak yang akan dibayarkan.
Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu ditingkatkan dengan mendorong kesadaran dan pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara dan pembangunan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi satu kesatuan yang dapat dipaksakan penagihannya. Pemerintah dan aparatur pajak hanya berkewajiban membina, meneliti, mengawasi, dan memeriksa proses pembayaran yang telah ditetapkan. Berikut Dasar Pengenaan Pajak  Kabupaten/Kota beberapa kali mengalami perubahan. Berikut merupakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai atas dasar pengenaan pajak serta tarif pajak Daerah.
a. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh konsumen dengan tarif pajak sebesar 10%.
b. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.  Pajak Restoran dasar pengenaannya yaitu jumah pembayaran yang diterima oleh kasir dengan tarif pajak sebesar 10%.
c. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Pajak Hiburan dasar pengenaannya yaitu jumlah yang diterima oleh penyelenggara hiburan dengan tarif pajak sebesar 15%.
d. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame. Pajak Reklame dasar pengenaannya adalah besarnya nilai sewa reklame dengan tarif pajak sebesar 25%.
e. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan. 
Pajak Penerangan Jalan dasar pengenannya yaitu nilai jual tenaga listrik. Objek penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik dengan tarif pajak sebesar 5%.
f. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pajak Parkir. Pajak Parkir dasar pengenaannya adalah jumlah pembayaran wajib pajak setelah parkir  dengan tarif pajak sebesar 30%.
g. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah dasar pengenaannya adalah nilai perolehan air dan tanah. Objek Air Tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dengan tarif pajak sebesar 20%.
h. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
Pajak Sarang Burung Walet dasar pengenaannya adalah nilai jual sarang burung wallet dengan tarif pajak sebesar 10%.
i. Peraturan Daerah  Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak PBB-P2. PBB-P2 dasar pengenaannya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) itu sendiri dengan tarif sebesar 0.3%.
j. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak BPHTB. BPHTB dasar pengenaannya yaitu dari Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dengan tarif pajak sebesar 5%.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul  :  ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA DUMAI
B. Perumusan Masalah
	Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai, masih ditemukan masalah- masalah antara lain :
a. Masih terdapat kurangnya pemasangan alat Tapping Box dalam merekam transaksi pelaku usaha sebagai objek pajak dapat dilihat pada tabel I.4
b. Masih terdapat Target dan Realisasi Pajak Daerah yang belum tercapai yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel I.5
	Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : BAGAIMANA KINERJA ORGANISASI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI?
C. Tujuan dan Kegunaan Peneitian
a. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui kinerja Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah  Kota Dumai.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja organisasi pada  Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
b. Kegunaan Penelitian
1. Sebagai bahan informasi bagi pihak   Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai khususnya, dan umumnya bagi instansi lain yang memerlukan dan meningkatkan kinerja organisasi
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang administrasi
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya kajian permasalahan yang sama
4. 
BAB II
TELAAH PUSTAKA
A.  Kerangka Teori
Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar kerja yang diterjemahkan dari bahasaasing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja bisa mempengaruhi keberlangsungan kegiatan suatu organisasi, semakin baik kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai, maka akan sangat membantu dalam perkembangan organisasi. 
Selain itu, menurut (Sudirman & Tantuka, 2024) menerangkan bahwa kinerja merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Menurut Lubis Y Hermanto & Edison E Nurjaya dalam (Setiawan & Muzdalifah Nailah, 2024)  berpendapat bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan pada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.
Menurut Hairi (Hairi et al., 2023) kinerja organisasi adalah kegiatan atau keluaran hasil suatu organisasi dalam periode tertentu  sesuai  dengan  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan.  Kinerja  organisasi berbeda dengan konsep kinerja secara umum, dan itu adalah evaluasi dari upaya yang dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  bisnis  organisasi.  Kinerja  organisasi  merupakan upaya  suatu  organisasi  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dan  tingkat keberhasilan  yang  dicapai. 
Menurut (Febrianti et al., 2024) kinerja pegawai adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau dimensi pekerjaan atau profesi yang dihasilkan oleh sumber daya manusia atau pegawai dalam waktu tertentu.melaksanakkan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabyang diberikan kepadanya.
Menurut  Hamali dalam (Balerina et al., 2024) kinerja  adalah  hasil  dari  proses  pekerjaan  seorang karyawan  pada  waktu  yang  telah  ditetapkan  dan  berdampak  pada  perusahaan. Kinerja seorang karyawan dianggap baik jika kinerjanya sesuai dengan harapan dan memenuhi kebutuhan perusahaan.
Menurut Byars dalam (Mahyadi & Safrizal, 2023) kinerja diartikan sebuah hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya  kemampuan  dan  perbuatan  dalam  situasi  tertentu.  Prestasi  kerja  merupakan  hasil keterkaitan  antara  usaha,  kemampuan,  dan  persepsi  tugas.  Usaha  merupakan  hasil  dari motivasi  yang  menunjukkan  jumlah  energi  (fisik  atau  mental)  yang  digunakan  oleh  individu dalam  menjalankan  suatu  tugas.  Sedangkan  kemampuan  merupakan  karakteristik  individu yang  digunakan  dalam  menjalankan  suatu  pekerjaan.  Kemampuan  biasanya  tidak  dapat dipengaruhi secara langsung dalam jangka pendek.
Menurut  Louis A.  Allen  dalam  (Darim, 2020) Organisasi   dapat diartikan    sebagai      proses    penentuan   dan    pengelompokan      pekerjaan  yang  akan  dikerjakan, menetapkan   dan   melimpahkan   wewenang   dan   tanggung   jawab,   dengan   maksud   untuk memungkinkan orang-orang  bekerja sama secara efektif  dalam mencapai tujuan.
Menurut Armstrong dan Baron dalam (Puteri & Nurmala, 2023) kinerja merupakan tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya serta kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasaan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi, sedangkan menurut Rogers dalam (Puteri & Nurmala, 2023) kinerja merupakan hasil kerja itu sendiri, karena memberikan keterkaitan yang kuat terhadap tujuan-tujuan strategik organisasi, kepuasaan pelanggan, dan kontribusi ekonomi. 
Menurut Yanti, 2021 dalam (Puteri & Nurmala, 2023) kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan yang mana untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu.
Menurut Hasibuan (2006:124) dalam (Sari et al., 2021) kinerja berasal dari kata prestasi kerja atau prestasi yang sesunguhnya yang dicapai oleh seseorang dalam bidang pekerjaannya. Pengertian kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan dimana seseorang bekerja. 
Menurut (Hildawati et al.,2021) Kinerja merupakan konsep atau pemikiran yang penting dalam pengukuran sebuah keberhasilan atau pencapaian organisasi terhadap apa yang telah dikerjakan dalam periode waktu tertentu sehingga ada upaya untuk lebih meningkatkan maupun melakukan perbaikan apabila mengalami penurunan dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Menurut (Kartika & Maznah Hijeriah, 2021) Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapain pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi. kinerja organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang tak terlepas dari hasil capaian kinerja organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Menurut Mangkunegara 2000:67 dalam (Hildawati et al., 2021) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya, sedangkan menurut (Hildawati et al., 2021)kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan kegiatan seseorang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Dan dapat diketahui bahwa pengertian kinerja tidak terbatas pada kinerja individu saja, tetapi juga kinerja kelompok/tim dan kinerja organisasi. 
Menurut (Erlianti, 2019) kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan kegiatan seseorang dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Dan dapat dipahami bahwa pengertian kinerja tidak terbatas pada kinerja individu saja, tetapi juga kinerja kelompok/tim dan kinerja organisasi, yang pada dasarnya bersumber dari kinerja individu. 
Menurut Bastian dalam (Erlianti, 2019) mengemukakan peranan penelitian pengungkuran kinerja organisasi sebagai berikut:
a. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian prestasi,
b. Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati,
c. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan perbandingan antara skema kerja dan pelaksanaannya,
d. Memberikan penghargaan maupun hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur, sesuai dengan sistem pengukuran yang telah disepakati,
e. Menjadikan sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi,
f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi,
g. Membantu proses kegiatan organisasi,  h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif,
h. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan,
i. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.
Menurut Mahmudi (2015) dalam (Puteri & Nurmala, 2023) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada 5 faktor yaitu:
a. Faktor pribadi,  yaitu yang meliputi diantaranya:  pengetahuan, keterampilan kemampuan, kepercayaan diri, serta motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan semangat, arahan dan dukungan yang diberikan pemimpin kepada anggota lainnya.
c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semngat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap semua anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota lain.
d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan budaya kinerja dalam organisasi.
e. Faktor situasional, meliputi: tekanan serta perubahan
Menurut Dwiyanto dalam Sudarmanto (2002 : 16) terdapat 5 indikator untuk mengukur kinerja organisasi, yaitu :
1. Produktivitas : dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan, dan tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil  yang diharapkan.
2. Kualitas Layanan : dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
3. Responsitas : dengan mengukur kemampuan organisasi untuk menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan prosedur.
4. Responsibilitas : menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
5. Akuntabilitas : seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau dimiliki para stakeholders.Akuntabilitas secara tidak langsung menyatakan bahwa pegawai pemerintah harus bertanggung jawab terhadap publik. 	 


Menurut oleh Dwiyanto dalam Sudarmanto (2002:16) ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, sebagai berikut:
a. Produktivitas: 
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output.
b. Kualitas Layanan
 Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk tentang organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas pelayanan yang diterima oleh organisasi publik.
c. Responsitas
Kemampuan organisasi untuk menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan prosdur yang ada.
d. Responsibilitas
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik eksplisit maupun implisit.

e. Akuntabilitas. 
Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.   
Untuk lebih menjelaskan konsep teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto dalam Sudarmanto (2002:16) yaitu: produktivitas, kualitas layanan, responsitas, responsibilitas dan akuntabilitas.
B. Operasional Variabel Penelitian 
Untuk memperjelas arah dan tujuan dalam penelitian ini, penulis memberikan suatu konsep operasional sebagai pedoman penganalisisan. Konsep-konsep operasional tersebut adalah :
1. Analisis 
Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembahasan yang lebih mendalam mengenai kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai.
2. Kinerja 
Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil kerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai.
3. Organisasi 
Organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah arena perserikatan orang-orang yang beraktivitas, aktivitas orang-orang tersebut terarah kepada pencapain tujuan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai.
4. Kinerja Organisasi 
Kinerja Organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi  organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai.
Untuk lebih menjelaskan konsep teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan konsep operasional yang akan digunakan di lokasi penelitian yaitu konsep menurut Dwiyanto dalam Sudarmanto (2002:16) diantaranya adalah : produktivitas, kualitas layanan, responsitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Adapun operasional variabel masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :
1. Produktivitas
Yaitu tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan yang diberikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai.
Sub indikatornya adalah : 
a. Terdapatnya hasil pajak yang dicapai sesuai target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai.
b. Terdapatnya nilai kemampuan dalam merealisasikan pendataan wajib pajak guna penetapan nilai pajak daerah sesuai program kerja yang telah ditetapkan.
c. [bookmark: _GoBack]Terdapatnya kemampuan pegawai dalam menjalankan visi dan misi organisasi.
d. Kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai prosedur kerja.
2. Kualitas Layanan 
Isu mengenai kualitas layanan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai.
Sub indikatornya adalah :
a. Terdapatnya kemampuan pegawai dalam memahami nilai-nilai pelaporan pajak dari wajib pajak.
b. Terdapatnya ketentuan dalam memahami rumusan besaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. 
c. Terdapatnya fasilitas teknis dalam mengakes dan  mengidentifikasi secara langsung besaran penerimaan pajak dari objek pajak.
d. Terdapatnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan  tugas
3. Responsitas 
Responsitas pada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai adalah kemampuan organisasi Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah
Sub indikatornya adalah :
a. Terdapatnya kemampuan pegawai melakukan sosialisasi mengenai pajak  kepada wajib pajak.  		
b. Terdapatnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan program kegiatan dan kebijakan besaran pajak sesuai aturan.
c. Terdapatnya keselarasan antara program dan kegiatan dengan ketentuan perda yang berlaku.
d. Meningkatnya pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah
4. Responsibilitas 
Yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai melaksanakan kegiatan organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. 
Sub indikatornya adalah :
a. Terdapatnya kemampuan pegawai dalam menindak lanjuti kewajiban dari wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b. Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan kebijakan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
c. Terdapatnya program dan kegiatan kerja yang sesuai dengan indikator sasaran strategi organisasi.
d. Tersedianya tenaga penagihan tunggakan Pajak Daerah yang trampil dan bertanggung jawab.
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi.
Sub indikatornya adalah :
a. Terdapatnya kepatuhan pegawai terhadap kebijakan yang telah ditentukan organisasi.
b. Terdapatnya transparansi terhadap pencapaian hasil kerja organisasi yang dapat diakses melalui web.
c. Terdapatnya laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara berkala.
d. Pertanggungjawaban pegawai dalam memaksimalkan nilai pajak yang dilaporkan sebagai kontribusi PAD
Untuk mengatur kriteria dan indikator dari sub-sub indikator kinerja organisasi publik pada Badan Pendapatan Daerah, maka dibuat skala pengukuran sebagai berikut : 
Sangat Baik 		:   Diberi skor 4
Baik (B)			:   Diberi skor 3  
Cukup Baik (CB)	:   Diberi skor 2  
Tidak Baik (TB)	:   Diberi skor 1  


















BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai yang beralamatkan di Jalan brigjen Hr Soebrantas No 135, Dumai 28813 sebagai lokasi penelitian terhadap analisis kinerja organisasi. Dimana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai merupakan salah satu instansi publik yang berhubungan langsung ke masyarakat umum.
Alasan penulis memilih lokasi penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai karena Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah instansi pemerintah yang bertugas mengelola pendapatan pajak daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memiliki kelebihan seperti bisa memperoleh data yang banyak dan mudah.


B. Populasi dan Sampel
Menurut (Ardieansyah et al., 2023) populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.
Menurut (Ardieansyah et al., 2023) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti  tidak  mungkin mempelajari  semua  yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode sampling jenuh. Menurut Sugiono (2020:96) sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Seluruh pegawai dijadikan sampel populasi dengan jumlah 78 orang. Untuk lebih jelas keadaan Populasi dan sampel penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel III.1 
Keadaan Populasi dan Sampel Pada 
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

[image: ]
  Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2024

C. Sumber Data
1. Data Primer 
Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian dengan menggunakan angket dan wawancara langsung mengenai masalah-masalah yang menyangkut kinerja organisasi yang terdiri dari indikator sebagai berikut :
a. Produktivitas
b. Kualitas Layanan
c. Responsitas 
d. Responsibilitas 
e. Akuntabilitas
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh dari pihak kedua berupa catatan-catatan, dokumen-dokumen, atau laporan resmi yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berupa :
a. Alat (Tapping Box) untuk merekam transaksi besaran pajak pelaku usaha.
b. Target dan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
c. Capaian Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah  Kota Dumai
d. Keadaan dan Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi 
Menurut (Erlianti et al., 2024) Observasi atau pengamatan  Observasi sistematis melibatkan pengamatan dan pencatatan perilaku dalam setting yang telah ditentukan sebelumnya, menggunakan alat bantu seperti skala atau checklist. Misalnya, seorang peneliti dapat melihat interaksi antara guru dan siswa di kelas dan mencatat frekuensinya. Ini memungkinkan pengumpulan data yang objektif dan terstruktur tentang peristiwa tertentu. 
2. Angket/Kuesioner
Menurut (Erlianti et al., 2024) Kuesioner (Angket) adalah alat penting untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden.
3. Wawancara
Menurut (Erlianti et al., 2024) Proses wawancara atau wawancara ini dilakukan secara langsung melalui tanya jawab antara peneliti atau pengumpul data dan narasumber atau sumber data.

E. Analisis Data
Analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penganalisisan secara deskriptif. Penelitian secara deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsi  data  penelitian sesuai dengan indikator-indikator yang akan diteliti. Selanjutnya  hasil penelitian akan diuraikan secara kualitatif, sehingga diperoleh  gambaran mengenai situasi yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.Setelah data yang diperlukan semua dapat terkumpul, selanjutnya dilakukan pengelompokan data menurut jenis data, dan langkah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi persentase serta uraiannya.
Adapun Analisa data penulis menggunakan metode kuantitatif menurut Sugiyono dalam (Erlianti et al., 2024) metode penelitian kuantitatif pada filsafat positivisme. Metode ini digunakan untuk menyelidiki populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengambilan sampel yang biasanya dilakukan secara acak. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrument penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang di teliti untuk menghasilkan suatu Kesimpulan. 
pengukuran data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data adalah menggunakan Skala Likert. Menurut (Sugiyono, 2017) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel peneitian.
 Dengan skala likert, maka diperoleh skor masing-masing penilaian dengan rentang skor 1-4 jawaban responden bervariasi dengan kriteria Sangat Baik, Baik, Cukup Baik ,dan Tidak Baik. Untuk mengukur hasil dari keseluruhan jawaban masing-masing variabel dan indikator dalam penelitian ini digunakan skala interval sehingga bisa diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini.
Jumlah sampel sebanyak 78 orang, rencana pertanyaan yang akan di ajukan pada setiap indikator sebanyak 4 pertanyaan. Selanjutnya interval untuk setiap indicator ditentukan sebagai berikut:
1. Pengukuran untuk setiap indikator penelitian adalah:
Untuk menentukan kategori terhadap setiap indikator penelitian ditentukan dengan rumusan yang dikemukakan oleh Lind et al 2018 di dalam (Zulganef, 2018). Maka Langkah awalnya yaitu menghitung skor tertinggi dan skor terendah (Zulgenef, 2018)
1. Skor tertinggi		= 4 x 4 x 78 = 1.248
1. Skor terendah		= 1 x 4 x 78 = 312



Selanjutya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan Lind et al dalam (Zulgenaf, 2018) yaitu: 


Keterangan
i = interval
H = nilai data tertinggi
L = nilai data terendah
K = Jumlah kelas
Berdasarkan rumus tersebut maka dapat ditentukan interval skor sebagai berikut:
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Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori skor sebagai berikut:
[image: ]
Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:

312       TB               546         CB            780            B             1.014          SB          1.248      
Selain menganalisa data menggunakan frekuensi dan skor, hasil penelitian ini juga akan menyajikan hasil dalam bentuk persentase yang akan disajikan dalam bentuk Diagram Pie.
2. Pengukuran untuk variabel penelitian sebagai berikut:
Adapun Jumlah sampel sebanyak 78 orang, total pertanyaan yang akan di ajukan untuk mengetahui variable penelitian adalah sebanyak 20 pertanyan yang diperoleh dari 4 sub indikator untuk 5 indikator penelitian yag diteliti. Sehingga berdasarkan hal ini dapat diketahui skor tertinggi dan terendah untuk variable penelitian sebagai berikut:
1. Skor tertinggi 	= 4 x 20 x 78 = 6.240
1. Skor terendah	= 1 x 20 x 78 = 1.560
Selanjutya menentukan interval kelas (i) menggunakan rumus yang dikemukakan Lind et al dalam (Zulgenaf, 2018) yaitu:   
Keterangan:
H = nilai data tertinggi (higest value)
L = nilai data terendah (lowest value)
K = jumlah kelas	



Maka penentuan skor untuk setiap indikator dalam penelitian ini akan dianalisa berdasarkan kategori skor sebagai berikut:
[image: ]
Untuk melihat kriteria yang telah ditetapkan dari skor yang diperoleh tentang indikator dapat dilihat berdasarkan garis kontinum sebagai berikut:

1.560       TB         2.730        CB        3.900        B            5.070       SB          6.240


Selain menganalisa data menggunakan frekuensi dan skor, hasil penelitian ini juga akan menyajikan hasil dalam bentuk persentase yang akan disajikan dalam bentuk Diagram Pie.








BAB IV

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH 
KOTA DUMAI


A.  Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai

Pembentukan Pemerintah Kota Dumai dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999, dengan wilayah administrasi pemerintah daerah yang terdiri dari 3 wilayah Kecamatan, 13 Kelurahan dan 9 Desa. Pada tahun 2001 mengalami pemekaran menjadi 5 Kecamatan dan 32 Kelurahan. Perkembangan Kecamatan di Kota Dumai terakhir adalah dibentuknya Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan, sehingga Kota Dumai memiliki 7 Kecamatan dan 36 kelurahan sejak tahun 2012 hingga sekarang. Kota Dumai juga didukung beberapa perangkat daerah yang salah satunya Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. 
		Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang berlokasi di Jalan H.R Soebrantas,Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur dan dulunya beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Bagan Besar. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 diubah perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, sebagai Institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pendapatan daerah, diperlukan penerapan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (good government). Upaya menggali dan mengolah potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Daerah tidak dapat dipisahkan dari peranan Badan Pendapatan Daerah. Dalam hubungannya Otonomi Daerah, peranan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai bukan sekedar mengejar pencapaian target-target yang telah ditetapkan, tetapi harus mampu menyesuaikan dan mengantisipasi gejala internal dan berbagai perubahan eksternal. Keadaan dan Komposisi Pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) pada sebuah organisasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu kuantitas dan kualitas, berdasarkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian bahwa keadaan dan komposisi pegawai dan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.








B. Struktur Organsasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan tugas yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor  69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :












C. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka dapat di uraikan rincian tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor  69 Tahun  2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sebagai berikut :

1. Kepala Badan
Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Kepala Badan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang bidang keuangan khususnya Pengelolaan Pendapatan Daerah;
c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2. Sekretaris
Sekretariat  mempunyai  tugas  melaksanakan  pemprograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan  barang milik  negara, dan kerumahtanggaan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
a. pengoordinasian kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan    anggaran Badan Pendapatan Daerah;
c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Pendapatan Daerah;
d. penataan organisasi dan tata laksana;
e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g. penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.


Sekretaris Badan terdiri dari dua Sub Bagian Tata Usaha; dan Subbagian Keuangan dan Aset.
1. Sub Bagian Tata Usaha  mempunyai  tugas melakukan  pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas antara lain :
a. Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan  pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
b. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan admnistrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
d. Menyiapkan  pengumpulan  dan   pengolahan   data  serta  informasi  yang   berhubungan   dengan  pemberian dukungan  administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Sub Bagia Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas antara lain :
a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
c. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pegelolaan sarana;
d. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
e. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya
3.  Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pendaftaran, pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendaftaran, pendataan dan penetapan terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Pelaksanaan administrasi sistem dan prosedur pendaftaran, pendataan dan penetapan  pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Pelaksanaan perencanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan  pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
f. Penyiapan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Sub Bidang Penetapan dan Sub Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi.
1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Subbidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan pengumpulan bahan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Menyiapkan perumusan pendaftaran dan pendataan objek, subjek pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan serta aplikasi yang menunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Mendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran dan pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak dan wajib retribusi dan membuat laporan tentang formulir-formulir pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diterima;
e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pendaftaran dan pendataan serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalahan;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja tentang pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah; dan
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Sub Bidang Penetapan  mempunyai tugas menyiapkan administrasi penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Sub Bidang Penetapan  mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan perhitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Menerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan;
c. Melakukan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah secara jabatan dan penetapan tambahan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Menyajikan data dan informasi mengenai penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan penetapan pajak daerah  dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran; dan
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Sub Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan tugas pelayanan, pengolahan data dan informasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Sub Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan pelayanan pendaftaran dan pemprosesan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak;
b. Melakukan pemeliharaan pemutakhiran data objek pajak melalui sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan pengembangan data base wajib pajak dari sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Memberikan informasi terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Menyiapkan kotak pengaduan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelayanan, pengolahan data dan informasi
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan


4. Bidang Penagihan 
Bidang Penagihan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan penagihan dan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang serta pengawasan terhadap pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud  diatas Bidang Penagihan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Penyiapan bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
b. Penyiapan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan;
c. Pelaksanaan penerbitan surat-surat fiskal, penagihan terhadap piutang pendapatan daerah dan pengaturan pengangsuran piutang secara bertahap;
d. Penyiapan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah yang dikelola oleh perangkat daerah pengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
e. Penyiapan bahan perumusan bentuk formulir, kartu dan lain sebagainya untuk keperluan administrasi pemungutan yang meliputi pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
f. Penyiapan bahan laporan atas pelaksanaan surat paksa oleh juru sita dan menyelenggarakan penetapan penerimaan atas penagihan hutang pajak yang dijalankan dengan surat paksa;
g. Pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan secara rutin;
h. Penyiapan bahan laporan pengawasan; dan
i. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
Bidang Penagihan terdiri dari Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, Sub Bidang Penagihan, dan Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi.
1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas tersebut, Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas antara lain :
a. Melakukan pembukuan dan pencatatan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam buku penerimaan sejenis sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
b. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang di kelola oleh Badan Pendapatan Daerah atas dasar daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah serta perangkat daerah lainnya yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik yaitu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
d. Melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan perangkat daerah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain;
e. Membuat laporan realisasi setoran masa pada akhir periode atau masa atas dasar buku wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pembukuan dan pelaporan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Subbidang Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas tersebut, Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas antara lain :
a. Menyiapkan bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
b. Menyiapkan dan pendistribusian surat-menyurat serta dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Mencatat bukti kendali penerimaan daerah sesuai dengan jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Membuat daftar tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah secara periodik, yaitu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
e. Menyimpan dan mengarsipan bahan-bahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jenis penerimaan daerah;
f. Melakukan proses penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
g. Menyampaikan surat ketetapan pajak, surat ketetapan retribusi dan Surat Penyampaian Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak;
h. Menyiapkan bahan laporan atas pelaksanaan surat paksa oleh Juru Sita dan menyelenggarakan penetapan penerimaan atas penagihan hutang pajak yang dijalankan dengan surat paksa;
i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap bukt-bukti penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas tersebut, Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi mempunyai uraian tugas antara lain :
a. Menyiapkan bahan-bahan verifikasi dan evaluasi semua bukti penerimaan daerah, baik berupa bukti penerimaan pajak daerah mapun retribusi daerah;
b. Menyortir serta pemisahan bukti-bukti pendukung bahan verifikasi dan evaluasi;
c. Menyimpan dan mengarsipkan bahan verifikasi dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jenis penerimaan daerah;
d. Menyajikan data dan informasi mengenai verifikasi dan evaluasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian tentang verifikasi dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang verifikasi dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. Menyiapkan restitusi pajak daerah dan retribusi daerah yang diajukan oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan verifikasi dan evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
j. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.



5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pendataan, penilaian penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta pengelolaan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan administrasi kebijakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b. Pelaksanaan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
c. Pelaksanaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
d. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
e. Penyiapan pengelolaan  data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
f. Penyiapan pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
g. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terdiri dari Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
1. Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas tersebut Subbidang Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai uraian tugas antara lain :
a. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pendataan serta pendaftaran wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
b. Menyusun data pendukung penyusunan Nilai Jual Objek Pajak setiap akhir tahun meliputi pembuatan daftar biaya komponen bangunan, peta zona tanah dan nilai indikasi rata-rata;
c. Menyusun, menghimpun dan mengelola rencana kegiatan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
d. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan mencatat dalam buku induk dan memasukkan kedalam program Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
e. Melakukan pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
f. Melakukan verifikasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
g. Melaksanakan penggalian potensi perpajakan serta intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Membuat laporan secara periodik pelaksanaan kegiatan pendataan wajib pajak kepada atasan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan;
i. Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak untuk mempermudah pengontrolan wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
j. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
k. Menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas tersebut Sub Bidang Penetapan dan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai uraian tugas antara lain :
a. Menerima pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diajukan oleh wajib pajak;
b. Menetapkan zona nilai tanah, nilai indikasi rata-rata, klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak, penilaian individu/masal setiap akhir tahun di tahun berjalan;
c. Menertibkan klasifikasi zona nilai tanah, nilai indikasi rata-rata, klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak, Penilaian individu/masal, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) massal sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. Menerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan meliputi pencetakan individu dan massal;
e. Menetapkan kurang bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan setelah dilakukan pemeriksaan;
f. Menyusun, menghimpun dan mengelola rencana kegiatan penetapan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Sub Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan tugas pengolahan data dan informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas tersebut Sub Bidang Pelayanan, Pengolahan Data dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan mempunyai uraian tugas antara lain :
a. Memelihara dan melakukan pemutakhiran data objek pajak;
b. Menjaga keamanan data base objek pajak meliputi menduplikasi database, sinkronisasi sistem pembayaran antara Bank;
c. Memelihara keamanan jaringan dan elektronik yang berkaitan dengan SISMIOP (perangkat lunak dan perangkat keras);
d. Menyusun peta blok serta melakukan perekaman peta kedalam aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG);
e. Mengarsipkan berkas objek pajak serta melakukan perekaman objek Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
g. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Bidang Hukum dan Keberatan
Bidang Hukum dan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan produk hukum daerah dibidang pajak daerah dan  retribusi  daerah, menyiapkan administrasi pengajuan keberatan wajib pajak dan melakukan pemeriksaan wajib pajak.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Bidang Hukum dan Keberatan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Penyusunanan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwa) dan peraturan lainnya di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Penyusunan rencana program dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Penyiapan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Pelaksanaan penerimaan pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
e. Penyiapan bahan penyelesaian pengaduan dan permohonan keberatan;
f. Penyiapan bahan-bahan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
g. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsi.
Bidang Hukum dan Keberatan terdiri dari Sub Bidang Hukum  dan Potensi, Sub Bidang Pengajuan Kebaratan, dan Sub Bidang Pemeriksaan.
1. Sub Bidang Hukum  dan Potensi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan menyiapkan tentang pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta produk hukum daerah dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bidang Hukum  dan Potensi mempunyai uraian tugas antara lain :
a. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran tentang pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Melaksanakan pengolahan dan penelitian data yang berkaitan dengan pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Menyiapan bahan-bahan yang berhubungan dengan pengurusan dan penyusunan produk hukum daerah berupa Perda tentang Pendapatan Daerah, Perwa, Keputusan Walikota dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan mengenai administrasi serta operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. Menyiapkan bahan usulan perubahan tarif pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta menyiapkan rancangan perubahan produk hukum daerah;
e. Menyiapkan bahan dan memperbanyak peraturan-peraturan dan surat-surat tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pedoman atau petunjuk pelaksanaannya;
f. Menyusun rencana program dan RKA pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. Menyajikan data dan informasi mengenai pengembangan potensi pajak daerah dan retribusi daerah;
h. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan Hak Asasi manusia    Sekretariat    Daerah    Kota    Dumai    terhadap   adanya 
i. Permalahan hukum dengan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
j. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
l. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Sub BIdang Pengajuan Keberatan mempunyai tugas menyiapkan administrasi pengajuan keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas tersebut, Sub BIdang Pengajuan Keberatan mempunyai uraian tugas antara lain : 
a. Menyiapkan bahan penetapan usaha pelayanan keberatan/doleansi atas permohonan banding terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
b. Menerima pengajuan permohonan keberatan dari wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Menyiapkan proses pengajuan keberatan, pembatalan, penghapusan pajak daerah dan retribusi daerah yang diajukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pengajuan  keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
f. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas tersebut, Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai uraian tugas antara lain :
a. Menyiapkan bahan-bahan pemeriksaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Memeriksa wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Melakukan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah;
d. Melaksanakan penegakan hukum dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Perda dan Perwa yang berlaku;
e. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan pengajuan  keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

D. Keadaan dan Komposisi Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
1. Keadaan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Umur
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai didalam menjalankan kegiatan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dan retribusi daerah menentukan umur para pegawai di bagiannya masing-masing. Faktor umur di dalam pelaksanaan tugas di lapangan mempengaruhi hasil maksimal  yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Tingkat umur pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai akan dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel IV.2
Keadaan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan TKPK 
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Berdasarkan Umur
	No
	Umur (Tahun)
	PNS
	TKPK
	Jumlah (Orang)
	%

	1
	25-30
	7
	10
	17
	22%

	2
	31-35
	12
	7
	19
	24%

	3
	36-40
	14
	8
	22
	28%

	4
	41-56
	15
	5
	20
	26%

	Jumlah
	48
	30
	78
	100%


 
	No
	Tingkat Pendidikan
	PNS
	Honorer
	Jumlah (Orang)
	%

	1
	Strata 2 (S2)
	7
	-
	7
	9%

	2
	Strata 1 (S1)
	11
	2
	13
	17%

	3
	Diploma IV (D4)
	5
	-
	5
	6%

	4
	Diploma III (D3)
	9
	5
	14
	18%

	5
	SLTA Sederajat
	16
	15
	31
	40%



          Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2024

Berdasarkan tabel IV.2 diatas dapat dijelaskan bahwa umur pegawai  antara 25 - 30 berjumlah 17 orang (22%), untuk pegawai yang berumur 31 - 35 berjumlah 19 orang (25%), untuk pegawai yang berumur 36 - 40 berjumlah 22 orang (29%), untuk pegawai yang berumur 41-56 berjumlah 20 orang (26 %).
2. Keadaan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TKPK pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pendidikan formal dan pengetahuan yang dimiliki pegawai sangat menentukan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah dan retribusi daerah. Untuk jelasnya mengenai tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai  dapat dilihat pada tabel berikut ini :  
Tabel IV.3
Keadaan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan TKPK 
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
	No
	Tingkat Pendidikan
	PNS
	TKPK
	Jumlah (Orang)
	%

	1
	Strata 2 (S2)
	7
	-
	7
	9%

	2
	Strata 1 (S1)
	11
	2
	13
	17%

	3
	Diploma IV (D4)
	5
	-
	5
	6%

	4
	Diploma III (D3)
	9
	5
	14
	18%

	5
	SLTA Sederajat
	16
	15
	31
	40%

	6
	SMP
	-
	5
	5
	6%

	7
	SD
	-
	3
	3
	4%

	Jumlah
	48
	30
	78
	100%


                 Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2024
  Berdasarkan tabel IV.4 diatas dapat dijelaskan bahwa pada umumnya  Pegawai  yang mempunyai tingkat pendidikan S2 berjumlah 7 orang (9%), Pegawai dan TKPK yang mempunyai tingkat pendidikan S1 berjumlah 13 orang (17%), Pegawai yang mempunyai pendidikan D4 berjumlah 5 orang (6%), Pegawai dan TKPK yang mempunyai pendidikan D3 berjumlah 14 orang (18%), Pegawai dan TKPK yang mempunyai tingkat pendidikan SLTA Sederajat berjumlah 31 orang (40%), TKPK yang mempunyai tingkat pendidikan SMP berjumlah 5 orang (6%), TKPK yang mempunyai tingkat pendidikan SD berjumlah 3 orang (4%).
3. Keadaan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TKPK pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Status Kepegawaian
Keadaan pegawai yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai TKPK Seluruhnya bertanggung jawab terhadap keberhasilan tujuan organisasi dan setiap pegawai mempunyai perbedaan tugas satu sama lainnya baik dalam hal kepangkatan maupun keahlian dan pengetahuannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel IV.4
Keadaan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TKPK pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 
Berdasarkan Status Kepegawaian
	No
	Status Kepegawaian
	Jumlah 
	%

	1
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	48
	62%

	2
	Pegawai TKPK
	30
	38%

	Jumlah
	78
	100%


                 Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2024
Berdasarkan tabel IV.5 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 48 orang (62%) sedangkan dengan status Pegawai TKPK berjumlah 30 orang (38%).

4. Keadaan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TKPK pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin
Organisasi membutuhkan pegawai yang mampu bekerja sama dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai memiliki pegawai laki-laki dan perempuan yang dituntut untuk bekerja sama dalam mencapai tujuannnya karena masing-masing mereka memiliki kemampuan dibidangnya. Jumlah pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai  berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel IV.5
Keadaan dan Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TKPK pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2024No
Jenis Kelamin
PNS
  TKPK
Jumlah
%
1
Laki - laki
22
10
32
41%
2
Perempuan
26
20
46
59%
48
30
78
100%
Jumlah

Berdasarkan tabel IV.6 diatas dapat dijelaskan sebagian besar  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TKPK pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 32 orang  (41%), serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TKPK perempuan  berjumlah 46 orang (59%).
E. Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 
Sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai merupakan fasilitas kerja yang telah dipersiapkan dalam penyelenggaraan pelaksanaan kerja demi terwujudnya tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat melalui tabel berikut ini :
Tabel IV.6
Sarana dan Prasarana  
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
[image: ]
Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai 2024

Berdasarkan tabel IV.6 diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pada Badan  Pendapatan Daerah Kota Dumai terdiri dari 1 unit gedung kantor, 70 unit komputer, 20 printer, 5 mesin fotocopy besar, 1  unit genset, 8 unit lemari arsip, 12 unit AC, 50 unit kursi kayu, 10 unit kursi besi, 45  unit meja, 9 unit kipas angin, 4 unit white board, 5 unit dispenser, 20 kamera CCTV, dan 150 unit lampu.









BAB V
 ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
	Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.  Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kinerja organisasi secara optimal. Sumber daya manusia menjadi suatu kendala yang sering dihadapi setiap organisasi, karena tidak semua sumber daya manusia dapat selamanya melaksanakan suatu tugasnya dengan baik. Hal ini dapat mempengaruhi suatu kinerja organisasi dalam memperoleh hasil yang baik untuk mencapai suatu tujuan.
	Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Tujuan organisasi akan tercapai melalui kinerja yang baik. Kinerja organisasi akan baik ketika manfaatnya mampu dirasakan langsung oleh masyarakat dan organisasi itu sendiri.
	Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai akan dikatakan berhasil menjalankan tugas dan fungsinya ketika visi dan misi organisasi telah terealisasi dengan baik. Beberapa program yang direncanakan dan dilaksanakan akan bersentuhan langsung dengan aktivitas keseharian masyarakat. Oleh karena itu, sinergitas organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai sangat diperlukan untuk mencapai kinerja yang baik.
A. Analisis Kinerja Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Setiap penelitian bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada bab ini akan disajikan data hasil temuan selama dilapangan yang nantinya akan dilakukan penganalisaan dan sekaligus dilakukan atau diinterprestasikan sebagai upaya dalam menjawab permasalahan yang dipaparkan pada bab I.
Penelitian yang penulis lakukan terhadap kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, berdasarkan teori yang dikemukakan Dwiyanto dalam Sudarmanto (2018:16) yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsitas, responsibilitas dan akuntabilitas.  Adapun data-data yang diperoleh dari hasil penelitian oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Honorer pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yang terpilih sebagai  responden untuk memberikan tanggapan tentang kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai diuraikan dibawah ini :
1. Produktivitas
Produktivitas merupakan rasio antara input dengan output. Produktivitas adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Untuk melihat produktivitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Terdapatnya hasil pajak yang dicapai sesuai target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai.
Yang dimaksud hasil pajak yang sesuai target yang ditetapkan yaitu upaya untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan sebelumnya. Semakin baik kinerja organisasi maka semakin baik pula kemungkinan untuk terealisasikan kegiatan-kegiatan secara optimal.	
b. Terdapatnya nilai kemampuan dalam merealisasikan pendataan wajib pajak guna penetapan nilai pajak daerah sesuai program kerja yang telah di tetapkan.
Yang dimaksud dengan nilai kemampuan dalam  merealisasikan pendataan wajib pajak adalah kemampuan pegawai dalam mendata publik yang dikenakan pajak dan direalisasikan guna mengetahui besaran nilai pajak daerah.
c. Terdapatnya kemampuan pegawai dalam menjalankan visi dan misi organisasi 
Yang dimaksud kemampuan pegawai dalam menjalankan visi dan misi organisasi adalah kemampuan pegawai dalam mengembangkan program-program yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya.
d. Terdapatnya kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai prosedur kerja 
Yang dimaksud terdapatnya kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai prosedur kerja adalah kemampuan pegawai bekerja sesuai dengan passion tersendiri dari masing-masing pegawai, ketika bekerja sesuai dengan kemampuan atau passion sendiri maka akan muncul semangat kerja yang akan membuahkan hasil yang memuaskan.
Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kinerja Badan Pendapatan Daerah terhadap indikator produktivitas peneliti menjabarkan atau menjelaskan hasil jumlah skor yang didapatkan melalui pengumpulan jawaban responden dalam bentuk data dan data tersebut dapat dilihat pada tabel V.1 berikut














Tabel V.1
Tanggapan Responden Tentang Produktivitas
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Terdapatnya hasil pajak yang dicapai sesuai target yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai
	Frek
	22
	51
	5
	0
	78

	
	
	Skor
	88
	153
	10
	0
	251

	2
	Terdapatnya nilai kemampuan dalam merealisasikan pendataan wajib pajak guna penetapan nilai pajak daerah sesuai program kerja yang telah di tetapkan
	Frek
	15
	55
	8
	0
	78

	
	
	Skor
	60
	165
	16
	0
	241

	3
	Terdapatnya kemampuan pegawai dalam menjalankan visi dan misi organisasi
	Frek
	24
	40
	12
	2
	78

	
	
	Skor
	96
	120
	24
	2
	242

	4
	Terdapatnya kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai prosedur kerja 
	Frek
	21
	40
	12
	5
	78

	
	
	Skor
	84
	120
	24
	5
	233

	 
	Jumlah
	Frek
	82
	186
	37
	7
	312

	
	
	%
	26%
	60%
	12%
	2%
	100%

	
	
	Skor
	328
	558
	74
	7
	967


 Sumber Data : Hasil Pengolahan Data 2024

Berdasarkan tabel V.1 di atas, diketahui dari empat sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, dimana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak  328, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak  558,  sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 74 dan untuk  sub indikator keempat memperoleh skor sebanyak 7 . Berdasarkan jumlah keempat sub indikator tersebut selanjutnya dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh total skor untuk produktivitas ialah 967 skor ini berada pada kategori Baik. 	


Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan presentase terkait jawaban responden tentang indikator produktivitas  dalam  bentuk Diagram V.1 sebagai berikut  :
Sumber : Olahan Data 2024
Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden tentang produktivitas yang tertinggi ada pada kategori  Baik dengan jumlah  persentase  (60%), dan pada kategori  Sangat  Baik dengan jumlah persentase (26%), diikuti pada kategori Cukup Baik dengan persentase (12%) dan kategori Tidak Baik dengan persentase hanya (2%). 
Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk indikator Produksi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada garis kontinum berikut ini :
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	Dari garis kontinum diatas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang produktivitas yang mendapatkan total skor sebanyak 967. Sehingga dapat di kategorikan baik, karena berada pada rentang skor 781-1.014 dengan kategori Baik.
2. Kualitas Layanan
Yaitu pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai mencerminkan kinerja organisasinya. Semakin baik layanan yang diberikan semakin baik pula kinerja organisasinya. 
Untuk lebih jelasnya kinerja organiasi yang diteliti melalui indikator kualitas layanan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Terdapatnya Kemampuan pegawai dalam memahami nilai-nilai pelaporan pajak dari wajib pajak.
Yang dimaksud dengan kemampuan pegawai dalam memahami nilai nilai pelaporan pajak dari wajib pajak adalah pegawai dapat mengerti apa saja yang dilaporkan oleh wajib pajak kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dan pegawai mengerti apa yang dibutuhkan wajib pajak saat pelaporan pajak sehingga layanan akan jadi efektif dan efesien.
b. Terdapatnya ketentuan dalam memahami rumusan besaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak
Yang dimaksud dengan ketentuan dalam memahami rumusan besaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak adalah pegawai mampu menjelaskan presentase atau jumlah besaran pajak yang berbeda di setiap wajib pajak yang di tentukan dari jenis usaha nya ini berfungsi agar para wajib pajak tidak keliru dalam melaporkan besara pajak yang dikenakan kepadanya.
c. Terdapatnya fasilitas teknis dalam mengakes dan  mengidentifikasi secara langsung besaran penerimaan pajak dari objek pajak.
Yang dimaksud dengan Fasilitas teknis dalam mengakses dan  mengidentifikasi secara langsung besaran penerimaan pajak dari objek pajak adalah dengan adanya alat teknis dalam mengakses besaran pajak dapat mempermudah bagi wajib pajak dalam menyetorkan pajak lewat alat tersebut.
d. Terdapatnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan  tugas.
Yang dimaksud dengan terdapatnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan  tugas adalah adanya peningkatan kualitas sarana prasarana tentu berdampak pada kualitas kerja pegawai , semakin baik kualitas sarana prasarana  semakin menambah semangat pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kualitas layanan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
Tabel V.2
Tanggapan Responden Tentang Kualitas Layanan
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Terdapatnya Kemampuan pegawai dalam memahami nilai-nilai pelaporan pajak dari wajib pajak.
	Frek
	24
	32
	21
	1
	78

	
	
	Skor
	96
	96
	42
	1
	235

	2
	Terdapatnya ketentuan dalam memahami rumusan besaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak
	Frek
	16
	35
	22
	5
	78

	
	
	Skor
	64
	105
	44
	5
	218

	3
	Terdapatnya fasilitas teknis dalam mengakes dan  mengidentifikasi secara langsung besaran penerimaan pajak dari objek pajak.
	Frek
	23
	37
	16
	2
	78

	
	
	Skor
	92
	111
	32
	2
	237

	4
	Terdapatnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan  tugas
	Frek
	22
	33
	23
	0
	78

	
	
	Skor
	88
	99
	46
	0
	233

	 
	Jumlah
	Frek
	85
	137
	82
	7
	312

	
	
	%
	27%
	45%
	26%
	2%
	100%

	
	
	Skor
	340
	411
	164
	7
	923


Sumber Data : Olahan Data 2024
Berdasarkan tabel V.2 di atas, diketahui dari empat sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, di mana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 340, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 411 untuk sub
indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 164 dan untuk sub indikator keempat  memperoleh skor sebanyak 7. Berdasarkan dari hasil keempat sub indikator tersebut dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Kualitas Layanan sebanyak 923 skor.
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan presentase terkait jawaban responden tentang indikator Kualitas Layanan dalam bentuk Diagram V.2 sebagai berikut :
Sumber : Data Olahan 2024

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden tentang Kualitas Layanan  yang tertinggi ada pada kategori  Baik dengan  jumlah Skor 411  dan persentase  (45%). Dan pada kategori  Sangat  Baik dengan jumlah Persentase (27%), diikuti pada kategori  kategori Cukup Baik dengan jumlah persentase (26%) dan kategori Tidak Baik dengan jumlah persentase hanya (2%).
Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk indikator Kualitas Layanan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai penulis menjelaskan pada garis kontinum yang dapat dilihat dengan garis kontinum berikut ini:                                                923
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Dari garis kontinum diatas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang kualitas layanan yang mendapatkan total skor sebanyak 923. Sehingga dapat di kategorikan  Baik, karena berada pada rentang skor 781-1.014 dengan kategori  Baik.
3. Responsitas
Yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan  program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai responsitas terhadap kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini:
a. Terdapatnya kemampuan pegawai melakukan sosialisasi mengenai pajak  kepada wajib pajak.  
Yang dimaksud dengan kemampuan pegawai dalam melakukan sosialisasi pajak adalah pegawai mampu memberikan pemahaman
 tentang pajak kepada wajib pajak agar dapat patuh dalam melakukan pelaporan pajak dan guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
b. Terdapatnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan program kegiatan dan kebijakan besaran pajak sesuai aturan.
Yang dimaksud dengan kemampuan pegawai dalam melaksanakan program kegiatan dan kebijakan besaran pajak sesuai aturan adalah pegawai mampu membuat program kegiatan dan kebijakan yang sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
c. Terdapatnya keselarasan antara program dan kegiatan dengan ketentuan perda yang berlaku
Yang dimaksud keselarasan antara program dan kegiatan dengan ketentuan perda yang berlaku adalah program dan kegiatan yang dibuat Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai harus disesuaikan dengan perda yang berlaku.
d. Terdapatnya peningkatan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah
Yang dimaksud peningkatan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan perluasan objek pajak dan penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat.
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenasi responsitas terhadap kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel V.3
Tanggapan Responden Tentang Responsitas
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Terdapatnya kemampuan pegawai melakukan sosialisasi mengenai pajak  kepada wajib pajak
	Frek
	25
	39
	12
	2
	78

	
	
	Skor
	100
	117
	24
	2
	243

	2
	Terdapatnya kemampuan pegawai dalam melaksanakan program kegiatan dan kebijakan besaran pajak sesuai aturan
	Frek
	24
	45
	9
	0
	78

	
	
	Skor
	96
	135
	18
	0
	249

	3
	Terdapatnya keselarasan antara program dan kegiatan dengan ketentuan perda yang berlaku
	Frek
	21
	46
	10
	1
	78

	
	
	Skor
	84
	138
	20
	1
	243

	4
	Terdapatnya peningkatan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah
	Frek
	25
	39
	12
	2
	78

	
	
	Skor
	100
	117
	24
	2
	243

	 
	Jumlah
	Frek
	95
	169
	43
	5
	312

	
	
	%
	30%
	54%
	14%
	2%
	100%

	
	
	Skor
	380
	507
	86
	5
	978


Sumber Data : Hasil Pengolahan Data 2024

Berdasarkan tabel V.3 di atas, diketahui dari empat sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, di mana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 380, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 502,  untuk sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 86 dan untuk sub indikator keempat  memperoleh skor sebanyak 5. Berdasarkan dari hasil keempat sub indikator tersebut dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Kualitas Layanan sebanyak 947 skor.
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan presentase terkait jawaban responden tentang indikator Responsitas dalam bentuk Diagram V.3 sebagai berikut :

Sumber : Olahan Data 2024

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden tentang Responsitas yang tertinggi ada pada kategori  Baik dengan  jumlah persentase  (54%). Dan pada kategori  Sangat  Baik dengan jumlah Persentase (30%), diikuti pada kategori Cukup Baik dengan jumlah persentase (14%) dan kategori Tidak Baik dengan jumlah persentase hanya sebesar (2%). 

 Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk indikator Responsitas pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai penulis menjelaskan pada garis kontinum yang dapat dilihat dengan garis kontinum berikut ini:                                               978
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Dari garis kontinum diatas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang responsitas yang mendapatkan total skor sebanyak 978. Sehingga dapat di kategorikan Baik, karena berada pada rentang skor 781-1.014 dengan kategori Baik.
4. Responsiibilitas 
  Responsibilitas merupakan kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi sebagai landasan bagi proses pemerintahan.  
Untuk melihat responsibilitas dalam penelitian ini diukur melalui sub indikator dibawah ini :
a. Terdapatnya kemampuan pegawai dalam menindak lanjuti kewajiban dari wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Yang dimaksud dengan kemampuan pegawai dalam menindak lanjuti kewajiban dari wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pegawai harus mampu menindak lanjuti apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban nya sebagai wajib pajak dan pegawai harus tegas dalam memberikan sanksi apabila wajib pajak tidak patuh terhadap pajak.
b. Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan kebijakan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Yang dimaksud dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan kebijakan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah Standar Operasioanl Prosedur (SOP) yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan kebijakan organisasi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Kepatuhan terhadap kebijakan organisasi mencermikan kinerja organisasi yang baik.
c. Terdapatnya Program dan kegiatan kerja yang sesuai dengan indikator sasaran strategi organisasi.
Program dan kegiatan kerja yang telah dirumuskan oleh organisasi harus sesuai dengan indikator sasaran strategi organisasi yang telah ditetapkan.
d. Terdapatnya keberadaan tenaga penagihan tunggakan Pajak Daerah yang trampil dan bertanggung jawab. 

Keberadaan tenaga penagih tunggakan pajak daerah harus mempunyai jiwa yang tegas dan bertanggung jawab, hal ini akan mempengaruhi wajib pajak untuk dapat membayar tunggakan pajak tersebut.
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai responsibilitas terhadap kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel V.4
Tanggapan Responden Tentang Responsibilitas
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Terdapatnya kemampuan pegawai dalam menindak lanjuti kewajiban dari wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Frek
	13
	45
	20
	0
	78

	
	
	Skor
	52
	135
	40
	0
	227

	2
	Terdapatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan kebijakan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
	Frek
	14
	46
	16
	2
	78

	
	
	Skor
	56
	138
	32
	2
	228

	3
	Terdapatnya Program dan kegiatan kerja yang sesuai dengan indikator sasaran strategi organisasi
	Frek
	18
	46
	12
	2
	78

	
	
	Skor
	72
	138
	24
	2
	236

	4
	 Terdapatnya keberadaan tenaga penagihan tunggakan Pajak Daerah yang trampil dan bertanggung jawab. 
	Frek
	27
	39
	10
	2
	78

	
	
	Skor
	108
	117
	20
	2
	247

	 
	Jumlah
	Frek
	72
	176
	58
	6
	312

	
	
	%
	23%
	56%
	19%
	2%
	100%

	
	
	Skor
	288
	528
	116
	6
	938


Sumber : Hasil Pengolahan Data 2024

	Berdasarkan tabel V.4 di atas, diketahui dari empat sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, di mana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 288, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 528,  untuk sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 116 dan untuk sub indikator keempat  memperoleh skor sebanyak 6. Berdasarkan dari hasil keempat sub indikator tersebut dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Responsibilitas sebanyak 938 skor.
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan presentase terkait jawaban responden tentang indikator Responsibilitas dalam bentuk Diagram V.4 sebagai berikut :

Sumber Data : Olahan Data 2024

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tanggapan Respon tentang Responsibilitas yang tertinggi ada pada kategori  Baik dengan  jumlah Skor 528  dan persentase  (56%). Dan pada kategori  Sangat  Baik memiliki jumlah Persentase sebesar  (23%), diikuti pada kategori  Cukup Baik dengan jumlah persentase sebesar (19%) dan kategori Tidak Baik dengan jumlah persentase hanya sebesar (2%).  
 Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk indikator Responsibilitas pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai penulis menjelaskan pada garis kontinum yang dapat dilihat dengan garis kontinum berikut ini:                                           938                             
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 Dari garis kontinum diatas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang responsibilitas yang mendapatkan total skor sebanyak 938. Sehingga dapat di kategorikan Baik, karena berada pada rentang skor 781-1.014 dengan kategori Baik.
5. Akuntabilitas 
	Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
Untuk lebih jelasnya kinerja organisasi yang diteliti melalui indikatorakuntabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Terdapatnya kepatuhan pegawai terhadap kebijakan yang telah ditentukan organisasi
Kepatuhan pegawai terhadap kebijakan yang telah ditentukan organisasi merupakan salah satu cara mencapai tujuan organisasi yang  telah ditentukan. Kepatuhan pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah diembankan kepadanya.
b. Terdapatnya transparansi terhadap pencapaian hasil kerja organisasi yang dapat diakses melalui web.
Keterbukaan informasi yang diperoleh masyarakat atas pencapaian
kinerja organisasi dapat mencerminkan pelayanan yang optimal serta kemudahan akses yang diterima masyarakat sebagai penerima layanan.
c. Terdapatnya laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara berkala
Pertanggungjawaban sangat penting perannya. Laporan pertanggungjawaban secara berkala dapat menciptakan kinerja organisasi yang optimal.
d. Terdapatnya Pertanggungjawaban pegawai dalam memaksimalkan nilai pajak yang dilaporkan sebagai kontribusi PAD
Kinerja pegawai yang bertanggung jawab dalam memaksimalkan nilai pajak mencerminkan kesuksesan hasil pajak yang berperan sebagai kontribusi PAD.
Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai akuntabilitas dapat dilihat melalui tabel berikut.




        Tabel V.5
Tanggapan Responden Tentang Akuntabilitas
	No
	Sub Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Terdapatnya kepatuhan pegawai terhadap kebijakan yang telah ditentukan organisasi
	Frek
	31
	37
	8
	2
	78

	
	
	Skor
	124
	111
	16
	2
	253

	2
	Terdapatnya transparansi terhadap pencapaian hasil kerja organisasi yang dapat diakses melalui web
	Frek
	24
	39
	13
	2
	78

	
	
	Skor
	96
	117
	26
	2
	241

	3
	Terdapatnya laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara berkala
	Frek
	24
	46
	6
	2
	78

	
	
	Skor
	96
	138
	12
	2
	248

	4
	 Terdapatnya Pertanggungjawaban pegawai dalam memaksimalkan nilai pajak yang dilaporkan sebagai kontribusi PAD
	Frek
	26
	36
	14
	2
	78

	
	
	Skor
	104
	108
	28
	2
	242

	 
	Jumlah
	Frek
	105
	158
	41
	8
	312

	
	
	%
	34%
	51%
	13%
	2%
	100%

	
	
	Skor
	420
	474
	82
	8
	984


Sumber Data : Hasil Pengolahan Data 2024

Berdasarkan tabel V.5 di atas, diketahui dari empat sub indikator diperoleh skor yang merupakan hasil tanggapan responden, di mana untuk sub indikator pertama memperoleh skor sebanyak 420, untuk sub indikator kedua memperoleh skor sebanyak 474,  untuk sub indikator ketiga memperoleh skor sebanyak 82 dan untuk sub indikator keempat  memperoleh skor sebanyak 8. Berdasarkan dari hasil keempat sub indikator tersebut dilakukan penjumlahan sehingga diperoleh skor untuk Responsibilitas sebanyak 984 skor.
Selanjutnya, penulis menyajikan data frekuensi skor dan presentase terkait jawaban responden tentang indikator Akuntabilitas dalam bentuk Diagram V.5 sebagai berikut :

 Sumber Data : Olahan Data 2024

Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa tanggapan Responden tentang Akuntabilitas  yang tertinggi ada pada kategori  Baik dengan  jumlah Skor 474  dan persentase  (51%). Dan pada kategori  Sangat  Baik memiliki jumlah Persentase  sebesar (34%), diikuti dengan kategori Cukup Baik dengan jumlah persentase sebesar  (13%) dan untuk kategori Tidak Baik  jumlah persentase hanya sebesar (2%).  
Dari frekuensi skor yang diperoleh atas jawaban responden untuk indikator Akuntabilitas pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai penulis menjelaskan pada garis kontinum yang dapat dilihat dengan garis kontinum berikut ini:                      
                                                                               984
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 Dari garis kontinum diatas, dapat diketahui kategori jawaban responden tentang Akuntabilitas yang mendapatkan total skor sebanyak 984. Sehingga dapat di kategorikan Baik, karena berada pada rentang skor 781-1.014 dengan kategori Baik. 
Tabel V.6
Rekapitulasi Kinerja Organisasi Pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
	No
	 Indikator
	Kategori Tanggapan 
	Jumlah 

	
	
	SB
	B
	CB
	TB
	

	1
	Produktivitas
	Frek
	82
	186
	37
	7
	312

	
	
	Skor
	328
	558
	74
	7
	967

	2
	Kualitas Layanan
	Frek
	85
	137
	82
	7
	312

	
	
	Skor
	340
	411
	164
	7
	923

	3
	Responsitas 
	Frek
	95
	169
	43
	5
	312

	
	
	Skor
	380
	507
	86
	5
	978

	4
	Responsibilitas 
	Frek
	72
	176
	58
	6
	312

	
	
	Skor
	288
	528
	116
	6
	938

	5
	Akuntabilitas 
	Frek
	105
	158
	41
	8
	312

	
	
	Skor
	420
	474
	82
	8
	984

	Jumlah 
	Frek
	439
	826
	261
	26
	1.560

	
	Skor
	1.756
	2.478
	522
	26
	4.790

	
	%
	36%
	52%
	11%
	1%
	100%


Sumber Data : Hasil Pengolahan Data 2024
Berdasarkan tabel V.6 di atas, dapat diketahui bahwa dari 78 responden telah memberikan tanggapannya terhadap Kinerja Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai. Dari lima indikator yakni Produktivitas memperoleh skor  (967), Kualitas Layanan memperoleh skor (923), Responsitas memperoleh skor (978), Responsibilitas memperoleh skor (938) dan Akuntabilitas memperoleh skor (984). Dengan demikian selanjutnya dilakukan penjumlahan dari masing-masing skor indikator maka diperoleh skor sebesar (1.560)
Selanjutnya, penulis menyajikan data presentase terkait jumlah keseluruhan jawaban responden tentang kelima indikator yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas dalam bentuk Diagram V.6 sebagai berikut :

Sumber Data : Olahan Data 2024

Berdasarkan tanggapan Responden tentang keseluruhan indikator pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dinyatakan pada kategori Baik, kenyataan ini diperoleh dari 78 responden yang memberikan tanggapan  yang menyatakan Kategori  Baik sebesar  52%, Dan pada kategori Sangat Baik sebesar 36%, dan responden  yang menyatakan Cukup Baik sebesar 11%  dan yang menyatakan Kategori  Tidak Baik hanya sebesar 1%.
 Kesimpulan dari tampilan diagram diatas ialah, indikator yang sangat mendukung dan berpengaruh pada Kinerja Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai ialah indikator Akuntabilitas dengan memperoleh hasil mencapai 52% dalam kategori Baik.
Dari uraian penjelasan diagram yang diperoleh atas seluruh jawaban responden untuk seluruh indikator dalam Analisis Kinerja Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, peneliti juga menjelaskan skor tersebut dalam bentuk garis Kontinum sebagai berikut ini:   
                                                                                 4.790

 1.560          TB         2.730         CB         3.900           B           5.070         SB       6.240    

Berdasarkan garis kontinum diatas, bahwa untuk kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai di kategorikan Baik dengan total skor 4.790  berada pada rentang skor 3.901-5.070 dinyatakan dengan kategori Baik.
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Organisasi Pada   Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
       Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis lakukan terhadap pelaksanaan kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam upaya meningkatkan kinerja dan meningkatkan PAD masih belum terlaksana secara optimal. Untuk itu diharapkan pelaksana ataupun Kepala Badan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai senantiasa melakukan berbagai upaya yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut :  
1. Faktor Pendukung 
Adapun faktor pendukung kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu :
a. Terlaksananya Akuntabilitas pegawai pada organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam mematuhi kebijakan yang telah ditentukan organisasi.
b. Terlaksananya Responsitas pegawai pada  organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan program kegiatan dan kebijakan besaran pajak sesuai aturan.
c. Terlaksananya Produktivitas dalam organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Terdapat  hasil kerja pegawai sesuai target yang diharapkan organisasi.
2. Faktor Penghambat
Adapun faktor penghambat terhadap kinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
a. Masih kurangnya Kualitas Layanan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam memahami rumusan besaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dan masih 
b. Masih terdapat  kurangnya Responsibilitas organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam menindak lanjuti kewajiban dari wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
















BAB VI
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenaikinerja organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai, maka pada bab VI ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran.
A. Kesimpulan 
1. Kinerja Organisasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dapat dikategorikan Baik, Kenyataan ini terbukti dari penelitian yang penulis lakukan terhadap 5 (Lima) indikator yaitu : Produktivitas, Kualitas layanan, responsitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dalam Kinerja Organisasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dari 78 responden diperoleh skor secara keseluruhan 4.790 termasuk kategori Baik karena berada pada rentang  skor 1.560-6.240 dinyatakan dengan kategori Baik.
2. Faktor pendukung Kinerja Organisasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai adalah terdapatnya akuntabilitas dalam mematuhi kebijakan yang telah ditentukan organisasi dan terlaksananya transparansi terhadap pencapaian hasil kerja organisasi yang dapat diakses melalui web dan terdapatnya pelaksanaan pertanggungjawaban laporan pekerjaan secara berkala. selain itu terdapatnya Produktivitas dalam organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.  Terdapat  hasil kerja pegawai sesuai target yang diharapkan organisasi, dan terdapatnya Responsitas pegawai pada  organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan sosialisasi mengenai pajak  kepada wajib pajak. Dimana terdapatnya proram dan kegiatan yang sesuai dengan aturan Sedangkan faktor penghambat Kinerja Organisasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai masih kurang nya  Responsibilitas organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi dimana terdapat kurangnya  disiplin kerja pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan kerja. selain itu masih kurangnya kualitas layanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai kepada wajib pajak yang melaporkan pajaknya.
B. Saran
Berdasarkan faktor penghambat yang penulis paparkan diatas ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada Kepala Badan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai yaitu :
1. Disarankan kepada Kepala Badan Bapak Fahmi Rizal, SSTP, M, Si lebih meningkatkan produktivitas dengan cara mengusulkan beberapa pelatihan yang dapat diikuti pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai dalam meningkatkan tugas pokok dan fungsi yang diemban yang didasari undang-undang yang sudah berlaku.
2. Disarankan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai Bapak Fahmi Rizal, SSTP, M, Si untuk memberikan arahan serta pantauan kepada pegawai agar mampu meningkatkan kualitas layanan terhadap pekerjaan yang telah diberikan tanggungjawab kepadanya, sehingga organisasi tersebut mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak yang melaporkan pajak nya.
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Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 ).

Sekretariat Kabinet, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80.

Pemerintahan Daerah Kota  Dumai, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2011 tentang BPHTB

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak PBB- P2.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir.

Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahanatas peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Dumai.

Sekretariat Daerah, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.

DIAGRAM V.1 
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PRODUKTIVITAS
Column2	Sangat Baik 	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	0.26	0.6	0.12	0.02	DIAGRAM V.2 
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG 
KUALITAS LAYANAN
Sales	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	0.27	0.45	0.26	0.02	DIAGRAM V.3
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG RESPONSITAS 
Sales	30%
54%
14%
Sangat Baik 	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	0.27	0.52	0.19	0.02	DIAGRAM V.4 
TANGGAPAN RESPONDEN 
TENTANG RESPONSIBILITAS
Sales	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	0.23	0.56000000000000005	0.19	0.02	
DIAGRAM V.5 
TANGGAPAN RESPONDEN 
TENTANG AKUNTABILITAS 
Sales	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	0.43	0.48	0.08	0.01	DIAGRAM V.6 
REKAPITULASI TANGGAPAN RESPONDEN
ANALISIS KINERJA ORGANISASI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
Sales	Sangat Baik	Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	0.36	0.52	0.11	0.01	image2.emf
Target Realisasi %

a. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 

WP (Wajib Pajak) 3000 2000

66.67%

b. Penetapan Wajib Pajak Daerah OP (Objek Pajak 10 6 60.00%

c.Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Dokumen 1 1

100.00%

d. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah  % 90 60 66.67%

WP (Wajib Pajak) 25 18 72.00%

STPD (Surat 

Tagihan Pajak 

Daerah

400 250

62.50%

b.Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah  Kali 4 4

100.00%

c.Penagihan Tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  SKPD 645 400

62.02%

WP (Wajib Pajak) 150 120 80.00%

OP (Objek Pajak 10 7

70.00%

b.Jumlah tersedianya data verifikasi BPHTB yang valid  WP (Wajib Pajak) 150 80 53.33%

c. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Masyarakat Kota Dumai  Kecamatan 7 7 100.00%

a. Pelayanan Prosedur Pertimbangan dan Keberatan Pajak/Retribusi Daerah  Berkas 38 35 92.11%

b. Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah  Kali 5 4 80.00%

c. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah  Berkas 35 30 85.71%

a. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 

serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

BIDANG

BIDANG PAJAK 

DAN RETRIBUSI 

DAERAH

1

a. Penagihan Pajak Daerah 

BIDANG 

PENAGIHAN

2

BIDANG PBB DAN 

BPHTB

BIDANG HUKUM 

DAN KEBERATAN

4

3

No Uraian Kegiatan  SATUAN

PENCAPAIAN

TAHUN 2023


image3.jpg




image4.emf
No

1

2

Jumlah 169

Pajak Hiburan

Pajak Restoran 150

33

30

114

25

226

Jenis Pajak

Jumlah 

Wajib 

Pajak

Jumlah Wajib Pajak 

Yang  Menggunakan 

Tapping Box

Pajak Hotel

43

Jumlah Wajib Pajak Yang  

Tidak Menggunakan 

Tapping Box

13

36

8

57


image5.emf
No %

1 96%

2 91%

92%

278%

Realisasi

4,359,867,033.00 Rp   

7,047,988,182.00 Rp   

788,429,705.00 Rp      

12,196,284,920.00 Rp 

Jenis Pajak

Jumlah Wajib Pajak 

Yang Menggunakan 

Tapping Box

Target

Pajak Hotel

30

Jumlah 13,151,575,532.00 Rp  

Pajak Hiburan

Pajak Restoran 114

25

4,547,815,532.00 Rp    

7,743,000,000.00 Rp    

860,760,000.00 Rp       

169


image6.emf
No %

1 52%

2 65%

45%

59%

Realisasi

2,359,867,033.00 Rp   

5,027,988,182.00 Rp   

386,429,705.00 Rp      

7,774,284,920.00 Rp   

Jenis Pajak

Jumlah Wajib Pajak Yang  

Tidak Menggunakan 

Tapping Box

Target

Pajak Hotel

13

Jumlah 13,151,575,532.00 Rp  

Pajak Hiburan

Pajak Restoran 36

8

4,547,815,532.00 Rp    

7,743,000,000.00 Rp    

860,760,000.00 Rp       

57
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Kode 

Rekening

Uraian Jumlah Target Realisasi %

4.1.01. Pajak Daerah

- 222,013,986,230.00 Rp      

185,979,625,987.00 Rp     84%

4.1.01.06. Pajak Hotel 43 4,550,000,000.00 Rp            4,361,663,283.00 Rp          96%

4.1..01.07 Pajak Restoran  150 10,000,000,000.00 Rp         9,048,442,070.00 Rp          90%

4.1.01.08. Pajak Hiburan  33 1,800,000,000.00 Rp            798,429,705.00 Rp              44%

4.1.01.09. Pajak Reklame  609 2,900,000,000.00 Rp            2,564,739,618.00 Rp          88%

4.1.01.10. Pajak Penerangan Jalan  30 51,000,000,000.00 Rp         49,460,966,966.00 Rp        97%

4.1.01.11. Pajak Parkir  46 600,000,000.00 Rp               696,543,612.00 Rp              116%

4.1.01.12. Pajak Air Tanah  38 1,100,000,000.00 Rp            1,092,931,785.00 Rp          99%

4.1.01.13. Pajak Sarang Burung Walet 75 92,000,000.00 Rp                 91,147,560.00 Rp                99%

4.1.01.15.

Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

(PBBP2) 

82 130,971,986,230.00 Rp       97,362,170,939.00 Rp        74%

4.1.01.16.

Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) 

1 19,000,000,000.00 Rp         20,502,590,449.00 Rp        108%
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No Populasi SampelPresentase

1 1 1 100%

2 1 1 100%

3 1 1 100%

4 1 1 100%

5 1 1 100%

6 1 1 100%

7 1 1 100%

8 1 1 100%

9 1 1 100%

10 1 1 100%

11 1 1 100%

12 1 1 100%

13 1 1 100%

14 1 1 100%

15 1 1 100%

16 1 1 100%

17 1 1 100%

18 1 1 100%

19 1 1 100%

20 1 1 100%

21 28 28 100%

22 30 30 100%

78 78 100%

Kasubbid Verifikasi dan Evaluasi

Kabid PBB dan BPHTB

Kasubbid Pemeriksaan

Pegawai Pelaksana

Tenaga TKPK

Kasubbid Pendataan dan Penilaian  PBB dan 

Kasubbid Pengolahan Data Dan Informasi

Kabid Hukum Dan Keberatan

Kasubbid Hukum Dan Potensi

Kasubbid Pengajuan Keberatan

Jumlah 

Sub Populasi

Kasubbag Tata Usaha

Kasubbag Keuangan dan Aset

Kabid Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kepala Badan

Sekretaris

Kasubbid Penetapan dan Pelayanan PBB dan 

Kasubbid Pelayanan, Pengolahan Data dan 

Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan

Kasubbid Pendataan

Kabid Penagihan

Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan

Kasubbid Penagihan
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Kategori  Interval Skor

Sangat Baik 1.015 -1.248

Baik 781 - 1.014

Cukup Baik 547 - 780

Tidak Baik 312 - 546


image10.emf
Kategori  Interval Skor

Sangat Baik 5.071 - 6..248

Baik 3.901 - 5.070

Cukup Baik 2.731 - 3.900

Tidak Baik 1.560 - 2.730
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Baik Rusak

1 Unit 1 1 -

2 Unit 70 60 10

3 Unit 20 16 4

4 Unit 5 5 -

5 Unit 1 1 -

6 Buah 8 8 -

7 Unit 12 8 4

8 Buah 50 41 9

9 Buah 10 8 2

10 Buah 45 40 5

11 Buah 9 6 1

12 Buah 4 4 -

13 Buah 5 5 -

14 Unit 20 14 6

15 Buah 150 100 50 Lampu
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